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kesepakatan L

slor data BRI AS membuat kehadi

data dibutuhkan, DPR dan pemerintah juga harus duduk bersama,

JAKARTA, KOMPAS — hRoscpakiat-
an  pemerintsh untuk men-
tramsfer data pribadil worga ke
Armerika Serikast mendmbahoure-
gensi peimbentukan otoritas pe-
lindungan data pribacdic Tanpa
keberadaan otoritas  terseburt,
lidak ada jaminan pemenuhan
hak privasi waorga ketika data
mereka berpindah surisdilkes.
Apalagi, aturan pelindungan da-
i kedua negara helum setara,

Wakil Ketma Komisi [ DFR
Prave Laksono, dibubung dari
Jokarta,  Selasa  (24/2/2026)
mengtakan, pihaknys mema-
hammi hingea saat ind belom ada
aturan pelindungan data vang
komprebensif di AS  scbhagai
mana Lindang-Undang Momor
27 Tahuan 2022 pentang Pelin
dungan Data Pribadi (UL PP,
leb Karena itu. transfer data
lintas negars vang akan dila-
Joukean harus tetap tandak pada
LILD BT agar hak wargs tetap
terlindung sccara penule

"Thalam kerangka itu, Komisi
I DPR akan terus memastlan
habwa pemerintsh memperee-
pat pembentukan otoritas po
Tinclungan dats pribadi sehinge
pengomvasan diol pencegalian
aturan dapat bergalan efektif,”
katarva,

Tramsfer data pribadi ke AS
micrupakan salak sans poin vang
harus dipenuhi Indenesia da-
lam perjanjian perdagangan ro
siprokal  vang  ditandatangani
Fresiden  Prabowo  Subianto
siden AS Donald Tromp
cashington DO AR, pokan

Kendati  perjanjian terkait
kesepakatan besaran tarif re-
siprokal perdagangan,  pengi-
n data jugn dibahas karema
menjadi syarat vang harus di-
penuhi Indonesia untuk mem-
fasilitas) masuknya produk di-

data. Scbab. otoritas tersebut
wang hakoal menjadi penanggong
jowab semua aspek pelindung-
an dutz sebagsimang distor
oleh undong-undang. tidak ter-
kercuali ketika data pribadi war-
ga melintas batas negara.
Namun, sejak UL disah-
kan lebih dard tiga tabuan lalu,
pembentukan oloriias lersebal
belum juga-tintas, Akibatigya,
selamasiniherbagai Fasus pe-

langgaray,.  scperti kebocoran
atuu penjualan - dats. pribedi

wiarga, belum dipertangmungia

withkan sesuai dengan keten-
an UL PDE Schab, belum ada
rabasrils n{._[ I'|1H|'|&"|1|Il'|'|:r'll Haa—

Perbaikan tata kelola

Phesakan yung sama disam-
paikan apggota Komisi 1| DERG
alari Fraksi PRS, Sukamits, Me-
nurat dia. kescpakatan transfer
thata RI-AS  ini merupakan
motmentun untak TTNCE e
pal pembangunan fata kebola
data yang kredibel, transparan,
A saing glohal, dan tetap
as dengan kepentingan na
1 Selain pembentuban
otoritas POP vang indcependen,
beherapa hal lain juga perlu
difaloulcan.

Pertama, penyusunan aluran
turunan UL PDP secara Kom-
prehensif. UL 1D mengama-
natkan pengaturan lebih lanjut
ol transfer dats lintas hatas
negara dalam bentuk peraturan
pemerintah (PP, Namuan, PP
dimmaksied juga belum ado.

TP ini harus memperjelas
kriteria negara dengan pol
dungan memsadai, mekanisme
cvaluasi berkala, standar kon-
trak pelindungan data lintas ha-
tas. Termasuk di dalamnyva soal
transfer data ke oar yurisdilsi
Indonesia,”™ ujarnia

Bagigan regulasi don praktik pe-
lindungan data di negara it

Tak setara

Scmentara it Divekrur
Huksha  Inilialives  Wahyuei
Dijafar mengingatkan. kesopa-
katan Lransfer duta HI-AS pro-
blematik karena aturan pelin-
clumgan duta pritadi Tndenesia
dan AS tidak sctora.

Hings kimi. AS helum me-
milikd aturan pelindungan data
yang- komprehen=if diotinghkat
federal, D AS, pelindungan data
diatur secars sekioral, Contoh-
nya, keschatan melalni Health
Insurance  Portahili arul Ae-
colntability Act of 1%%0 dan di
hiddang j kevangan melalui
Gramumn-Leach- Bliley Act of
1590,

Konschuensiny:L peagatura
hak setiap imdividu i AS her-
beda. Begitu pulda caloupany data,
pendekatan dalam menangsni
masalah, serta sanksi bhuloum
lerkail pelanggaran dafa, CHo-
ritas vang menyelenggarakion
pelindungan data ito pon tidak
samiL  Sementara UL PP
mengator pelindunggin data se-
cara  komprchensit di sciuaa
sekior

"Perjanjian ini memberi ke
san hahlwa A5 tidak  pumea
[aturan vang memadai), tetapd
kita harus mengatakan habwa
AS itu setara dengan Dndone-
“ uaeap Wahpoudi,
Oleh karena itu, poin ke-
n memhawa konsek
r bagi Indonesia. $
revisi ULD PP terkait
aturan  pengecualian
datam transfer data ketika
setaraan  aturan  tidak  terpe-
nuhi, Saat ini, pengecualian ha-
nwa terkail jaminan pelinduong-
an vang bersifat mengikat dan
poersetijuan dari subywek data.

n oloritas pelindungan

ingat AS tidak mucidlild aturan
hukum yang bedaka di tingdal
federal Hal ind  seinestingya
menjadi perhation pemerintab
dan DPR kavena perjanjian per-
dagangan vang semula berfukos
pada penentuan tarif bea masak
komonditas herdiampak luss pa-
da berbagal sektor nontarif. sa-
lah satunyy kedaulatan data.

Angeota Komisi 1 DPR dari
Fraksi PDI-P, Tubagus Hasa-
nuddin, scpakat balvwa pome
rinlah perlu menjelaskan me-
ngeinal poin poetjanjion perda
wangan B1-AS yang berdampak
pada ndungan data
pri kat,  Apalagi,
aturan pelindungan data kedua
negara belum setarm, Padahal,
e afuran it meripa
kan  syarat muotlak ddalam
trapsfor data antariegara yang
disehutkan dalam U1 I,

"Kalau tidak setara, va, tidak
hiss (mentransfer data ke AS),
Karena  jodi  mwelanggar wn
dang-undang  dan merugikan
alovak,” wjariya,

Hize in menilai, PR
dan pemerintaly perlu dudok
bersama untuk kembali mem-
bicarakan kescpalatan transfor
data, Harus ada pembahasan
wang jelas mengenai pelindung:
an data serts keuntungan hagi
Indonesia dalam perjanjian ind.
Bagaimanapun, kedaulatan da-
1a tidak bisa dinegosiasiban.

Jura Bicars Kementerian
Koordinator Bidang Perckono
mian Haryvo Lir eto melalu
keteranpgan  terlulis  menjelas-
kan, data vang akan ditransfer
terkait dengan keperlian bisnis
atau sistem aplikasi, Transfer
data juga akan tunduk pada
aturan  domestik, wvakni UL
FDFE Dengan begite, ia men
Jamin tidak ada penvalahguna-
an data prilsadi ma
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